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Sanksi Pelanggaran Pasal 113%ang—Undang
Republik Indonesia Momor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis
berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam
bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan

turan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]).

2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b.
Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan;
d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g.
Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan.
(Pasal 9 ayat[1]).

. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e,
dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 [empat) tahun dan/atau pidana denda paling

myanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).
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KATA PENGANTAR

HUKUM WARIS ADAT menjadi salah satu alternatif penyelesaian
ketika dua sistem hukum waris yang lain tidak mampu
menjawab. Sementara itu, penyelesaian sengketa waris
menggunakan Hukum Waris Adat lebih memenubhi rasa keadilan
dari masyarakat terutama pada masyarakat Suku Osing di desa
kemiren Banyuwangi. Selain lebih fleksibel karena mengikuti
arus perubahan juga lebih dapat melindungi nama baik
keluarga besar karena masih banyak anggapan sengketa waris
merupakan suatu aib yang harus dijaga kerahasiaannya. Di sisi
lain, pengetahuan hukum dan pengaturan hukum waris adat
sukuosing Banyuwangisejauhinibelumterdokumentasidgeean
baik, dengan adanya buku ini akan mewakili representatif nilai-
nilai dan norma yang ada di dalam hukum warisadat Suku Osing
dan mudah-mudahan ke depannya menjadﬁtemative rujukan
bagi Badan Legislatif untuk menyusun hukum positif dari
hukum yang hidup di dalam masyarakat (living Law). Buku ini
cocok dibaca oleh khalayak yalg'ngin mendapatkan deskripsi
tentang norma aturan-aturan dalam hukum waris adat suku
osing di desa Kemiren dan pola penyelesaian agketanya.

Buku ini tersusun sebagai bagian skim Penelitian Dosen
Pemula (PDP) Kementrian Riset dan Teknologi Pendidikan
Tinggi (Ristek Dikti) tahun anggaran 2019/2020. Luaran
penelitian ini merupakan rencana bagian dari capaian riset
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satu tahun berjalan. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih
pada Kemenristek Dikti atas kesempatan dan kepercayaan ini.
Buku ini tersusun dari banyak rujukan yang mayoritas adalah
hasil-hasil riset rekan-rekan dosen, peneliti, praktisi dan lain-
lain. Ucapan terima kasih kami sampaikan atas karya-karya
terbaik ini dan kelapangan hati untuk berbagi informasi.
Semoga di masa datang para rekan-rekan tetap bisa berkarya
dan bab agi ruang pengetahuan.

Tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh
Imasumber yang telah membantu terselesaikannya buku
“HUKUM WARIS ADAT SUKU OSING DI DESA KEMIREN
BANYUWANGI”; Bpk. Mohamad Arifin, Bpk Suwandi, Bpk.
Supriyanto, Bpk Suhaimi, Bpk Ahmad. Abdul. Tahrim, Prof.
DR. Dominikus Rato, DR. Sad Praptanto, S.H.,M.H. dan kepada
admin yang mendampingi penulis dalam melakukan riset
Rahma juga kepada keluarga yang selalu mendukung, juga
tidak lupa kepada ketujuh mahasiswi PPKN yang terlibatdalam
pengambilan daa(vintan, tanti, anggun, candra, retno, septa
dan ica) , serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu

persatu.

Penulis menyadari bahwa karya ini tidak sempurna, maka
kritik dan SErg Sangat membantu penulis untuk lebih baik
kedepannya. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua orang.

Banyuwangi, Oktober 2020

Penulis
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Pengertian Kepgrisan

Pengertian Hukum Adat Hukum kewarisan adatmenurut
Ter Haar adalah “proses penerusan dan peralihan kekayaan
materil dan immateril dari turunan ke turunan” Menurut
soepomo “hukum kewarisan adat adalah hukum yang memuat
peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta
mengoperkan barang-barang berupa harta benda dan barang-
barang yang tidakberwujud bendadari suatuangkatan manusia
kepada keturunannya. Menurut a:mju Wignjodipoero “hukum
kewarisan adalah hukum yang meliputi norma-norma hukum
yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersistem meteril
maupun yang immateril dari seseorang yang telah meninggal
dunia kepada ahli warisnya” Berd:m‘kan beberapa definisi
hukum kewarisan adat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
hukum kewarisan adat adalah serangkaian peraturan yang
mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau
harta warisan dari satu generasi ke generasi lain, baik yang
berkaitan dengan harta benda maupun yang berkaitan dengan
hak-hak kehmiaan. Artinya hukum kewarisan adat adalah

hukum yang mengatur pembagian harta warisan peninggalan
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seseorang yang telah meninggal dunia kepada masing-masing
ahli warisnya.'

B. Eksistensi Hukum Kewarisan Adat

Eksistensw{ukum Kewarisan Adat Masyarakat di
Negara Republik Indonesia menganut berbagai macam agama
dan kepercayaan yang berbeda antara satu suku dawuku
lainnya. Agama dan kepercayaan mempunyai banyak bentuk
kekerabatan dengan sistem keturunan berbeda-beda pula.
Sistem keturunan ini telah berlaku sejak dahulu kala sebelum
masuknya ajaran agama Hindu, agama Budha, agama Kristen
dan Ay Islam. Sistem keturunan pengaruhnya nampak pada
sistem hukum kewarisan adat. Sistem hukum kewrisan adat
di Indonesia adalah yang sistem yang mengatur perpindahan
hak dan kewajiban berkenaan dengan kekayaan seseorang

yang telah meninggal kepada ahli warisnya.*

Hal ini dapat dipahami bahwa hukum kewarisan
adat dipengmlhi oleh sistem keturunan yang dianut oleh
masyarakat yang berbeda-beda yang disebabkan oleh adat
yang dimiliki oleh mng-masing suku dan agama yang dianut.
Hukum kewarisan adat meliputi segala aturan dan segala
keputusan hukum yang berkenaan dengan proses penerusan
dan perpindmn harta peninggalan berupa benda dan harta
peninggalan yang tidak berwujud benda dari generasi yang

satu lﬁgenerasi lainnya.

Hukum kewarisan dipengaruhi oleh aturan-aturan hukum
lainnya yang dapat dilihat pada beberapa hal sebagai berikut:

Haar, 1953; Soepomo, 1993; Wignjodipoera, 1989
' Maruci, llmu Waris, 1990
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. Adanya hak purba atau hak pertuanan ulayat

masyarakat adat yang membatasi pewarisan tanah.

. Adanya transaksi seperti jual gadai tanah yang harus

dilanjutkan oleh para ahli waris yang ditinggalkan.

. Adanya hak dan kewajiban timbul dari perbuatan-

perbuatan kredit tetap berkekuatan hukum setelah

pelaku semual (pewaris) meninggal dunia.

. Adanya struktur pengelompokkan wangsa atau

sanak, termasuk pula bentuk perkawinan akan turut

menentukan bentuk isi pewarisan.

. Adanya perbuatan hukum seperti pengangkatan anak,

pernikahan ambil anak, pemberian modal berumah
tangga kepada anak perempuan (pengantin wanita)
pada saat menikah yang merupakan perbuatan di
wilayah hukum kewarisan. Hukum kewarisan dalam
arti luas ﬁalah pemindahan dan peralihan harta
kekayaan (harta peninggalan) dari generasi (pewaris)

kepada generasi (ahli waris) berikutnya yang masih
hidup.*

3

Sudiyat, 1990
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BAB 2
HARTA WARIS MENURUT SUKU
OSING

A. Harta Waris Menurut Suku Osing

@rta merupakan barang yang menjadi kekayaan
baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai
nilai ekonomis atau mempunyai nominal. Masyarakat Osing
merupakan masyarakat yang sangat rajin bekerja dan gemar
mengumpulkan harta benda terutama berupa tanah. Oleh
sebab itu orang Osing memiliki tanah yang terletak tidak hanya
di desanya sendiri, tetapi sampai ada yang terletak di desa
tetangga. Prinsip orang Osing adalah jika harta benda yang
telah didapat sejauh mungkin tidak akan dilepaskan kepada
orang lain. Jadi tidak mengherankan jika harta tanah di satu

desa dengan harga tanah di desa lain harganya sangat jauh
berbeda.

Menurut Dominikus Rato,* klasifikasi dan kategorisasi
harta benda menurut hukum adat Osing berbeda dengan
pembagian menurut hukum adat Jawa. Pada masyarakat Osing
dari kalangan normatif dikenal ada 3 macam harta perkawinan
yaitu;

4 Rato, 2010
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1. harta asal, yang dibagi lagi atas dua yaitu tanah lanang
wn tanah wadon;
2. harta gono gini atau harta bersama suami isteri;
3. harta pemberian atau hadiah karena balas jasa, seperti
tirka mayit.
Sedangkan pada masyarakat Osing dari kalangan kaum

nominal harta perkawinan itu dibagi menjadi 4 macam yaitu;

1. harta asal, harta yang dibagi lagi atas dua yaitu tanah
gang dan tanah wadon;

2. harta gono gini;

3. harta yang diperoleh suami atau isteri sebelum
perkawinan sebagai hasil keringat sendiri;

4. pemberian atau hadiah.

Secarm um hukum adat Osing, harta benda perkawinan

dibagi atas dua yaitu harta asal dan harta gono gini.

1. Status Harta Asal

Menurut Dominikus Rato,” pada masyarakat Osing harta
asaldibagiatashartaasal lanang (laki-lakiatau suami) daﬁarta
asal wadon (perempuan atau isteri). Harta asal lanang adalah
harta benda yang dibawa oleh suami ke dalam perkawinan.
Harta asal lanang ini berasal dari harta asal ayahnya yang
diterimanya secara turun-temurun dari bapak, kakek, dan
seterusnya ke atas menurut garis laki-laki. Harta asal wadon
adalah harta yag berasal dari ibunya yang diterimanya dari
ibu, nenek dan seterusnya keatas menurut garis gy mpuan.
Menurut pandangan masyarakat Osing yang tidak berpegang

teguh pada norma, aturan dan ketentuan yang berlaku (kaum
5 Rato, 2010
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nominal), bahwa harta asal lanang dapat berbentuk tanah yang
disebut tanah lanang, dapat berwujud tanah sawah, tegalan,
pekarangan, pohon-pohon, atau tanaman. Selain tanah, yang
wajib dibawa oleh suami adalah meja, kursi, sapi, dan tempat
tidur. Barang-barang ini, jika kelak terjadi perceraian tanpa
anak, maka harta benda asal lanang ini harus kembali ke
kerabat suami. Harta asal wadon dapat berbentuk tanah yang
disebut tanah wadon, dapat berwujud tanah sawah, tegalan,
pekarangan, pohon-pohon, atau tanaman. Selain tanah, yang
wajib dibawa oleh isteri adalah perkakas dapur, kasur, dan
lemari. Barang-barang ini, jika kelak terjadi perceraian tanpa
anak maka harta benda asal wadon ini harus dikembalikan ke
kerabat isteri. Dengan demikian, asas hukum bahwa harta asal
kembali ke asal sangat ditaati, diterapkan secara konsisten, jadi
tidak hanya secara normatif saja. Harta asal yang dibagi lagi

atas tanah lanang tanah wadon.

Pada masyarakat Osing prinsip harta asal kembali ke asal
sudah sangat membumi. Tanah lanang adalah tanah atau harta
benda yang dibawa atau diperoleh suami dari orang tuanya.
Apabila terjadi suatu perceraian makag'lah ini menjadi hak
suami. Tanah wadon merupakan tanah atau harta benda yang
dibawa atau diperoleh isteri dari orang tuanya. Apabila terjadi
suatu perceraian maka harta benda wadon menjadi hak isteri.

Pada prinsipnya harta asal harus kembali ke asal.®
2. Status Harta Gono Gini atau harta bersama

Harta gono gini atau harta bersama secara etimologi
adalah dua kosakata yang terdiri dari kata harta dan kata

& Muhamad Jefri Ananta, 2017
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bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, harta adalah
barang-barang (uang dan sehagama] yang menjadi kekayaan,
harta bisa diartikan juga sehzmi kekayaan berwujud dan tidak
berwujud yang bernilai. Jadi harta bersama adalah harta yang
diperoleh secara bersama di dalam perkawinan.’

Secara terminologi, harta bersama adalah ham yang
diperoleh bersama suami isteri selama perkawinan. Di Jawa,
harta bersama disebut dengm istilah “gono gini”, di Sunda
disebut “guna kaya”, di Bugis disebut “cakara” atau “bali reso”,

dan di Banjar disebut “harta berpantangan™®

Pada tiap-tiap daerah masyarakat mengenal harta
bersamadenganistilah berbeda, namun padahakikatnyaadalah
sama. Menurut Dominikus Rato,” harta gono gini diperoleh
melalui campur kaya antara harta yang dibawa suami (tanah
lanang) dan harta yang dibawa oleh isteri (tanah wadon).

Harta gono gini menjadi hak bersama suami isteri
laupun yang mengelola hanya suami, tetapi peran isteri
yang mengurus rumah tangga dan anak di rumah cukup berarti
dalam pembentukan harta gono gini. Apalagi isteri yang
hidupnya sederhana dan mampu mengelola harta benda yang
dihasilkan oleh suami. Oleh karena itu, harta gono gini menjadi
hak bersama.

Muhamad Jefri Ananta, 2017
8 Muhamad Jefri Ananta, 2017
Muhamad Jefri Ananta, 2017
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BAB 3
SISTEM KEWARISAN ADAT
& PEMBAGIAN WARISAN
MENURUT SUKU OSING

A. Sistem Kewarisan Adat

Sistem Kewarisan Adat menurut wpﬂmu dalam tulisan

Soerjono Soekanto mengemukakan 3 (tiga) sistem kewarisan,

yaitu:

1. Sistem kewarisan adat individual yang meliputi sistem

kewarisan dimana para ahli waris dapat mewarisi

5ecdra perorangar.

2. Sistem kewarisan adat kolektif yang meliputi sistem

kewarisan dimana (o7 ahli waris dapat mewarisi

harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagikan

kepada masing-masing ahli waris secara individal.
3. Sistermewarisan adat mayorat yang meliputi:

a. mayorat laki-laki dimana pada saat pewaris

meninggal anak laki-laki tertua atau anak laki-

laki sulung atau keturunan laki-laki merupakan

ahli waris tunggal;

Hukum Waris Adat Suku Osing =
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b. mayorat perempuan, dimana pada saat pewaris
meninggal anak perempuan tertua merupakan
ahli waris.'”

B. Sistem Pembagian Warisan secara Adat

Adapun praktik pembagian dalam sistem kewarisan adat
mrnurut Hilman Hadikusuma tulisan (buku) Dewi Wulansari
mengemukakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat
meninggal mempunyai harta kekayaan yang akan diteruskan
kepada para ahli warisnya dengan sistem pembagian warisan

dengan beberapa cara sebagai berjlut:

1. Pewarisan kolektif yang apabila meninggalkan harta
milik bersama untuk para ahli waris secara bersama-
sama.

2. Pewarisan individual yang apabila meninggalkan harta
untuk dibagikan kepada ahli warima.

3. Pewarisan mayorat yang apabila meninggalkan harta
bersama-sama untuk diteruskan kepada ahli waris

Hukum kewarisan adat mengatur proses peralihan

tertua.!

harta, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud
dari peninggalan seseorang pada waktu ia masih hidup dan
atau setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Sistem
hukum kewarisan adat secara global dapat diperbandingkan
dengan prinsip hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia di

antaranya adalah:

1. Harta warisan dalam hukum kewarisan adat tidak

®  Spekanto, 2001
Wulansari, 2012
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merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya,
tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi
tetapi menurut jenis macamnya dan kepentingan para
ahli waris. Sedangkan menurut sistem hukum Barat
dan hukum Islam, harta warisan dihitung sebagai
kesatuan yang dapat dinilai dengan uang.

2. Pada hukum kewarisan adat tidak mengenal asas
legitieme portie atau bagian mutlak, sebagaimana
diatur dalam hukum kewarisan Barat dan hukum
Islam.

3. Hukum kewarisan adat tidak mengenal adanya hak
bagi ahli waris untuk sewaktuwaktu menuntut agar

harta warisan segera dibagikan.'

Pada sistem hukum kewarisan adat dikenal beberapa

prinsip umum, antara lain:

1. Prinsip pertama, bila pewarisan tidak dapat dilakukan
secara menurun, maka pewarisan ini dilakukan
secara ke atas atau ke samping. Artinya yang menjadi
ahli waris pertama-tama anak laki-laki atau anak
perempuan dan keturunan mereka. Bila tidak ada
anak atau keturuan secara menurun, maka kewarisan
jatuh pada ayah, nenek dan seterusnya ke atas. Bila ini
juga tidak ada, maka yang mewarisi adalah saudara-
saudara pewaris dan keturunan mereka, yaitu keluarga
sedarah menurut garis ke samping dalam pengertian
keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang
jauh.

1z

Hazairin, 1975
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2. Prinsip kedua, hukum adat tidaklah selalu harta

peninggalan seseorang itu langsung dibagi kepada para
ahli warisnya, tetapi merupakan satu kesatuan yang
pembagiannya ditangguhkan dan adakalanya tidak
dibagi, sebab hartatersebut tidak tetap, memerlukan satu
kesatuan yang tidak dapat dibagi untuk selamanya.

. Prinsip ketiga, hukum adat mengenal prinsip

penggantian tempat (plaats vervulling). Artinya
seorang anak sebagai ahli waris dari ayahnya, maka
tempat dari anak itu dapat digantikan oleh anak-anak
dari yang meninggal dahulu (cucu dari yang meninggal
pertama) dan bagian yang diterima oleh cucu tersebut
adalah sama dengan yang akan diperoleh ayahnya
sebagai bagian kewarisan yarmakan diterima. Pada
hukum kewarisan adat dikenal lembaga pengangkatan
anak, dimana hak dan kedudukannya juga sama seperti

anak sendiri (anak kandung)."?

C. Sistem Pembagian Warisan Menurut Suku Osing di

Desa Kemiren

Masyarakat suku Osing mayoritas beragama Islam.

Walaupun demikian dalam pembagian waris masyarakat desa

Kemiren mayoritas tidak menggunakan hukum waris Islam.

Masyarakat Osing memiliki tradisi yang tidak jauh berbeda

dengan tradisi masyarakat Jawa pada umumnya, nampak pada

adat pembagian waris yang dianut, yakni sistem Bilateral

yang berarti bahwa sistem pertalian keluarga atau keturunan

menurut garis bapak atau ibu.

13
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Dalam pembagian waris suku osing, diperhatikan juga
mengenai pertalian keluarga, ada 2 (dua) pertalian keluarga
menurut suku Osing, yaitu Jalur Pancer dan Jalur Kembang,
Jalur Pancer yaitu garis keturunan lurus baik keatas atau
kesamping dari pihak laiki-laki, sedangkan Jalur Kembang
yaitu garis keturunan lurus baik keatas atau kebawah dari

pihak perempuan.'*

Dalam sistem pembagian warisinijalur Pancer memegang
peranan yang sangat penting dan berhak untuk mengatur
pembagian harta waris apabila pewaris tidak meninggalkan
keturunan, dan jika pewaris meninggalkan keturunan maka
yang berhak untuk mengatur adalah keturunannya. Menurut
adat suku Osing, proses pembagian bagian waris itu pada
saat pewaris masih hidup dan pada waktu pewaris sudah
meninggal dunia. Pembagian waris yang dilakukan pada saat
pewaris masih hidup dengan cara penerusan atau pengalihan,
penunjukan, beramanah dan hibah, sedangkan pembagian
waris sesudah pewaris meninggal dunia dapat dilakukan oleh
anak-anaknya, keluarga Pancer, atau kepala desa. Berikut

Penjelasan tentang cara pembagian waris suku Osing; "

1. PembagianWaris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia.
a. Penunjukan

Hal ini dilakukan oleh pewaris kepada Calon ahli warisnya
atas hak terhadap harta tertentu yang pelaksanaannya
ditangguhkan setelah pewaris wafat, adat yang demikian ini
dinamakan oleh suku Osing dengan sebuitan “dum dum waris”.

4 Lie, 2014
5 Lie, 2014
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b. Beramanat

Pewaris berpesan kepada anak, istri atau suaminya, dan
keluarga yang lain tentang hartanya beserta pembagiaannya,
hal ini biasanya dlakukan ketika pewaris dalam keadaan sakit
parah dan seolah-olah tidak ada harapan untuk sembuh. Hal ini

sebagaimana dijelaskan oleh bapak Timbul;'*

"Nawi wong lanang loro nemen hing ono harapan
waras, biasane wong lanang iku pesen karo wadon,
anake, lan keluargane ngedum warisane mbesuk
wae nawi wong lanang iku wis mati” (Apabila ada
suami sakit keras dan tidak ada harapan sembubh,
biasanya suami berpesan kepada isterinya, anaknya
dan keluarganya agar membagi harta waris setelah

suami meninggal dunia)

c. Penerusan atau Pengalihan

“kadung bapake durung matai, anak wadon biasahe olih
perkakas lha hang lanang diwehi umah kanggo barang gawan”
(Apabila bapak belum meninggal, anak perempuan biasanya
mendapatkan perkakas sedangkan yang laki-laki di beri rumah
untuk bawaan) cara demikian itu biasanya dilakukan ketika

anak mereka akan menikah.

d. Penghibahan
Habah ini dilakukan oleh pewaris dengan cara member
barang dengan jumlah tertentu kepada keluarga atau orang

lain sebelum ia meninggal.

't Lie, 2014

14 = ArieRamadhani & Ikhwanul Qiram




2. Pembagian Waris Setelah Pewaris Meninggal Dunia

a. Pembagian oleh keluarga Pancer
Pembagian oleh keluarga pancer ini dilakukan karena
pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu, sedangkan pada

waktu hidupnya pewaris tidak membagi hartanya.

b. Pembagian oleh anak-anaknya

Pembagian harta waris oleh anak-anaknya pewaris ini
dilakukan ketika pewaris belum membagi atau tidak membagi
harta warisnya, itupun ketika anak-anaknya sudah dewasa,
ketika anak-anaknya belum dewasa maka harta waris itu

ditangguhkan sampai anak-anaknya dewasa.

c. Pembagian oleh kepala desa
Hal ini terjadi biasanya karena terjadi sengketa ahli waris
disebabkan karena ketidak puasan ahli waris dalam pembagian

harta waris.
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BAB 4
PENENTUAN AHLI WARIS
MENURUT SUKU OSING

Penentuan ahli waris menurut suku osing, berikut ini

beberapa aturan hukum waris adat Suku Osing:

A. Janda dan Orang Tua

Pada dasarnya pembagian harta waris pada masyarakat
osing tidaklah jauh berbeda dengan pelaksanaan pembagian
harta waris pada masyarakat jawa umumnya. Namun, ada
sedikit perbedaanantara pembagian harta waris osing dan jawa
yaitu seorang isteri dalam masyarakat osing tidak mendapat
bagian harta waris darimeorang suami karena bagiannya
sudah diberikan kepada anak laki-laki dan perempuan dan
sedangkan dalam adat jawa semua ahli waris mendapatkan
bagian tanpa terkecuali be@ juga dalam pembagian waris di
dalam aturan perdata barat bahwa ahli waris anak laki-lakiml
perempuan masing-masing mendapatkan separuh bagian dari
harta waris. Adapun hukum pembagian harta waris dalam adat
osing mengenai mengapa seorang janda tidak mendapatkan
harta waris dari pihak suami sebab dari pihak keluarga janda
tersebut sudah memberikan harta waris akan tetapi dengan

persyaratan janda tersebut harus memiliki keturunan dan
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apabila janda tersebut tidak memiliki keturunan maka harta
waris yang diberikan dari pihak perempuan dikembalikan

kepada orang tua pihak perempuan tersebut.!”

Menurut ketua RT desa kemiren bahwa sama halnya
apabila harta waris itu merupakan harta kerja yang didapatkan
oleh suami baik dari kerja maupun harta asal maka itu
tergantung dari pihak wanita apakah keluarga janda tersebut
meminta atau tidak, jika janda meminta maka tinggal keputusan

laki-laki memberi seiklasnya.'®

Janda menurut suku osing ada 4 (empat), yaitu;*’

1. Rondo Kembang

“Rondo Kembang iku wadon hang wis kawin tapi pisah
karo hang lanang sadurunge kumpul” (rondo kembang itu
adalah seorang perempuan yang sudah menikah secara
sah tapi bercerai dengan suaminya dalam keadaan belum
melakukan hubungan suami istri). Hal ini terjadi biasanya
dengan meninggalnya suaminya atau disebabkan juga karena

ketidak cocokan antara suami istri dan akhirnya berpisah.

2. Rondo Lanjar

“Rondo Lanjar iku wadon hang wis kawin tapi pisah karo
hang lanang sawise kumpul, tapi seng duwe anak” (Janda lanjar
itu adalah seorang yang sudah menikah secara sah tapi bercerai
dengan suaminya dalam keadaan yang sudah berhubungan
dengan suaminya tapi belum dikaruniai anak).

Suhaimi, wawancara, Kemiren, 3 Maret 2020
" Aripin, 2019
% Lie, 2014
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3. Rondo Kumpeni

“Rondo Kumpeni iku wadon hang wis kawin tapi pisah
karo hang lanang sebape lanange lungo seng ono kabar” (Rondo
Kumpeni adalah seorang perempuan yang sudah menikah
secara sah tapi berpisah dengan suaminya disebabkan karena

suaminya pergi cukup lama dan tidak ada kabarnya lagi).

4. Rondo Teles

Rondo Teles adalah seorang perempuan yang sudah
menikah secarasah kemudian berpisahdengan suaminyadalam
keadaan banyak memiliki harta benda pribadi. Sebenarnya
masih ada satu kriteria janda lagi tetapi hal ini jarang dipakai
oleh suku Osing, yaitu Rondo Mati yang dimaksud Rondo mati
jalah wanita yang sudah menikah secara sah dan berpisah

dengan suaminya karena suaminya meninggal dunia.

Menurut suku Osing kadudukan janda-janda diatas
terhadap hak atas harta peninggalan suaminya berbeda-beda
sesuai dengan keadaan janda tersebut, Penjelasannya sebagai
berikut:

1. Rondo Kembang

Menurut suku Osing sebagaimana dijelaskan oleh bapak
Timbul bahwa ;Rondo Kembang ini tidak mendapatkan harta
waris dari suaminya hal ini karena anggapan masyarakat suku
Osing bahwa pernikahan tersebut belum menciptakan rumah
tangga yang kokoh dan utuh. Untuk harta asal kembali kepada
masing-masing pihak suami atau istri sedangkan untuk harta

gono gini semuanya kembali kepada keluarga suami.
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2. Rondo Lanjar

a. Usia Perkawinan relatif singkat, dalam kurun waktu
kurang lebih 1 (satu) tahun kedudukannya terhadap
harta peninggalan suaminya sama dengan Rondo
Kemnbang.

b. Usia perkawinan berlangsung lama, dalam hal ini
janda Lanjar ini mendapatkan warisan atau bagian
dari harta peninggal dari suaminya yang besar bagian
atau jumlahnya tergantung kepada kebijaksanaan

keluarga dari pihak suami.

3. Rondo Kumpeni

Janda Kumpeni ini pada dasarnyan bukan janda, tetapi
istri yang ditinggal pergi oleh suaminya sampai beberapa
tahun dan suaminya tidak ada kabar dimana, dan sedang
apa, serta tidak memberinya nafkah, maka dari hal demikian
istri tersebut mempunyai hak untuk menguasai harta suami
yang telah ditinggalkan untuk menghidupi anak-anaknya dan
keperluan hidupnya.

4. Rondo Teles

Dalam pembagian waris Janda Teles ini tergantung pada
bagaimana istri berpisah dengan suaminya, dengan dicerai
atau dengan cerai mati. Pada dasrnya bagian waris Janda teles
ini sama dengan janda-janda yang lain, harta asal kembali
kemasing-masing pihak suami istri, dan harta gono gini kembali

ke keluarga laki-laki.”

Adapun sebab-sebab keempat kriteria janda tersebut

tidak mendapatkan harta waris dari suaminya disebabkan 4

® (Lie, 2014

20 = ArieRamadhani& Ikhwanul Qiram




(empat) faktor, yaitu:
1. Hubungan Suami Istri

Menurut masyarakat Osing bahwa jika belum melakukan
hubungan suami istri (Jima>") dan suaminya meninggal maka
janda tersebut tidak mendapatkan harta waris, hal ini karena
anggapan masyarakat Osing bahwa utuhnya perkawinan

ditentukan salah satunya dengan hubungan suami istri.

2. Keturunan

Menurut anggapan masyarakat Osing bahwa perkawinan
yang telah berlangsung secara sah dan telah melakukan
hubungan suami istri (Jima=>'), baik telah dikaruniai keturunan
atau belum janda tersebut tidak mendapatkan harta waris
dari suaminya. Hanya saja jika suaminya meninggal dunia
dan tidak mempunyai keturunan maka janda tersebut tidak
mendapat warisan dari suaminya, dan hanya diberi bagian
yang jumlahnya tergantung pada keputusan keluarga suami.
Sedangkan jika suaminya meninggalkan keturunan, maka
seluruh harta peninggalannya menjadi milik keturunannya,
dan jandanya bahkan tidak mendapatkan sedikitpun dari harta

peninggalan suaminya tersebut.

3. Usia Perkawinan

Yang dimaksud disini ialah jika suami meninggal dunia
dan usia perkawinannya masih relatif singkat maka hal
itu dianggap keluarga yang kurang utuh walaupun sudah
melakukan hubungan suami istri (Jima>") dan janda tidak

mendapatkan warisan dari suaminya.

Suatu contoh adalah apa yang di alami oleh Hj. Wahyuni,
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60 Tahun, yang di tinggal wafat suaminya semenjak tahun 2013
yang lalu, dan mempunyai anak dua perempuan semuanya
yaitu; Tutik, 43 Tahun dan Ngapiyah, 39 Tahun, beliau
menuturkan bahwa harta waris suaminya semuanya beralih
kepada anak-anaknya, baik itu rumah, sawah, dan pekarangan
rumah (Kebon), dan Hj. Wahyuni ini sekarang tinggal bersama
dengan anak keduanya, dan hidup bersama bersama anak,
menantu, dan cucu-cucunya.*!

B. Hak Waris Anak Kandung (Anak luar Kawin, anak in-
cest), Anak Sah, Anak Tiri dan Anak Angkat Menurut
Hukum Adat Suku Osing.

Di dalam Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Jefri
Ananta, Dominikus Rato dan [ Wayan Yasa tentang Suku Osing
yang bertempat tinggal Dﬁsa Aliyan Rogojampi mendapatkan
hasil bahwa: kedudukan anak kandung, anak sah, anak angkat
dan anak tiri adalamama. Orang tua biasanya tidak pernah
membeda-bedakan anak kandung, anasah. anak angkat dan
anak tiri. Orang tua akan menganggap anak kandung, anak sah,

anak angkat dan anak tiri tersebut sebagai anak sendiri.**

1. Hak Waris Anak Kandung

Di berbagai literatur, ketika membahas kedudukan anak
kandung, harus dibaca terlebih dahulu mengenai anak sah.
Anak kandung belum tentu anak sah. Menurut Dominikus
Rato anak kandung adalah yang dilahirkan oleh ibunya, sebab
seorang bapak tidak mungkin mengandung. Anak kandung

Lie, 2014
Muhamad Jefri Ananta, 2017
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hanya memiliki ikatan keperdataan dengan ibunya,* karena
anak kandung dilahirkan dari rahim ibunya tanpa pengakuan
dari ayahnya. Seorang bapak bisa saja tidak mengakui anak itu
sebagai anaknya jika secara yuridis dapat dibuktikan bahwa
anak itu tidak berasal dari sperma yang membuahinya. Anak
kandung juga bel tentu anak sah, misalkan anak itu berasal
dari anak zinah, hasil hubungan sexual dengan laki-laki lain
yang bukan suaminya. Anak ini anak kalamg bagi perempuan
itu tetapi bukan anak sah. Anak kandung mempunyai hubungan
hukum dengan ibunya atau lebih tegas lagi dikatakan bahwa
anak tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan
ibunya, karena dia lahir dari kandungan ibunya.** Selain itu ada
juga Y8 disebut anak incest Menurut Dominikus Rato,* anak
incest adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang
dilarang, misalnya lahir karena anan seks antara saudara
kandung. Anak-anak seperti ini hanya mempunyai hubungan
hukum dengan ibunya, artinya ia hanya berhak atas harta
benda ibunya.

Beberapa Yurispudensi Putusan Mahkamah Agung
mengenai kedudukan anak luar kawin menurut hukum adat
tersebut, antara lain seperti yang terdapat pada Yurisprudensi
Mahkamah Agung Nomor 179/K/SIP/1960 tanggal 23 Oktober
1961: Berdasarkan rasa kemanusiaan dan keadilan umum
juga, atas hakikat persamaan hak antara anak sah dan anak
luar kawin, dalam beberapa keputusan mengambil sikap dan

menganggap sebagai hukum yang hidup di Indonesia, bahwa

3 FGD di desa Kemiren tanggal 12 September 2020
4 Muhamad Jefri Ananta, 2017
3 Muhamad Jefri Ananta, 2017
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anak- anak luar kawin dan anak -anak sah dari seorang
peninggal harta (pewaris), bersama-sama berhak atas harta
warisan, dengan kata lain bagian seorang anak -anak sah
adalah sama dengan bagian seorang anak anak luar kawin.
Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 415/K/SIP/1970
tanggal 30 Juni 1971 : Hukum adat di daerah Padang, Sumatera
Utara, tentang kedudukan anak (anak sah dan anak luar kawin)
terhadap warisan orang tua. Di daerah Tapanuli pemberian dan
penyerahan kepada seorang anak-anak luar kawin merupakan
“serah lepas”. Putusan Makamah Agung tanggal 18 Maret 1959,
yang menyatakan menurut hukum adat yang berlaku di Jawa
Tengah, anak luar kawin hanya diperkenankan mewaris harta
gono gini (harta bersama dari keluarga bapak biologisnya,
sedangkan harta pusaka (barang asal) anak luar kawin tidak
berhak mewarisinya, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor
1037/K/SIP/1971 tanggal 31 Juli 1973 menjelaskan hukum
adat di Pematang Siantar, Sumatera Utara, tentang kedudukan
anak-anak luar kawin terhadap warisan orangtuanya, dalam
hal ini pewaris yang telah meninggal dengan meninggalkan
seorang anak-anak luar kawin, maka anak anak luar kawin
inilah yang merupakan satu-satunya ahli warisnya dan yang

berhak atas harta yang ditinggalkannya.
Dari beberapa keputusan tersebut dapat dikatakan

bahwa anak luar kawin kedudukannya dipersamakan dengan
anak sah dan berhak atas mewaris harta warisan dari orang
tuanya dengan jumlah pembagian yang sama. Apabila anakluar
kawin tidak bersama dengan anak sah maka anak luar kawin
tersebut dapat mewaris seluruh harta warisan orang tuanya
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dan adapula keputusan yang mengatakan bahwa anak luar
kawin berhak atas harta warisan dari ayah biologisnya namun
hanya sebatas harta gono-gininya saja tanpa mewaris harta

pusaka (barang asal) yang ditinggalkan oleh ayah biologisnya.

Yurispudensi Mahkamah Agung ini dapat digunakan
selama pihak-pihak yang bersengketa tidak merasa dirugikan,
namun apabila pihak-pihak yang bersengketa merasa
dirugikan maka hakim dapat memnakan jalan musyawarah
dan kembali kepada pengaturan hukum adat yang berlaku di
daerah tersebut.

2. Hak Waris Anak Sah
Anak sah berbeda dengan anak kantmg. Anak sah adalah
anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Berbeda dengan
anak kandung, anak kandunﬁ:lum tentuanaksah, sepertianak
luar kawin dan anak incest. Anak sah yaitu anak kandung yang
lahir dari perkawinan orang tuanya yang sah menurut ajaran
ma, sebagaimana diatur dalam Undang-undang perkawinan
yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Perkawinan
Q.l tahun 1974 pasal 42 (1) menyebutkan bahwa:"Anak yang
sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari
perkawinan yang sah”.Pasal 2 (1) Undang-undang Perkawinan
No.1 tahun 1974 menyebutkan bahwa:“Perkawinan adalah sah,
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya

dan kepercayaannya itu".*

Oleh karena itu begitu penting status hukum perkawinan
sepasang orang tua, sebab keabsahan perkawinan itu menjadi

dasar hukum bagi legalitas atau keabsahan status hukum

*  Yudistira, 2018
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seorang anak. Kedudukan anak sah sangat kuat terhadap harta
benda bapak ibunya, tetapi terhadap harta asal bapak ibunya
anak sah belum tentu secara otomatis dengan sendiri berhak
atas harta pustaka tinggi. Norma hukum adat dimana mereka
hidup, tumbuh dan berkembanglah yang menentukan. Atau
dengan kata lain, secara teoritis bahwa s\gaps hukum seseorang
ditentukan oleh status hukum menurut konteks sosial dimana
hukum itu hidup tumbuh dan berkembang.*’

3. Anak Tidak Sah

Status anak dikatakan sebagai anak tidak sah yaitu
ditentukandengan melihatsah atau tidaknya Tyus perkawinan
orang tuanya berdasarkan ketentuan pasal 2 UU Ne.l tahun
1974, kemlﬁm menurut ketentuan pasal 43 ayat 1 UU No.1
tahun 1974 anak tidak sah hanya me mpunyai hubungan perdata
dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian menurut
ketentuan Undang-undang anak-anak tidak sah itu hanya dapat

menjadi ahli waris dari ibunya atau keluarga ibunya.*®

4, Hak Waris Anak Tiri

Pada masyarakat Osing di Banyuwangi juga dikenal
adanya anak tiri sebagai hasil perkawinan sebelumnya yang
@awa masuk ke dalam perkawinannya yang kemudian.
Hubungan antara anak tiri dengan orangtua tirinya tidak
ada bedanya dengan hubungan antara anak kandung dengan
orangtua kandungnya. Orangtua tiri berkewajiban untuk
merawat, mendidik dan memenuhi semua kebutuhan anak

tirinya sampai dewasa. Begitupun sebaliknya, anak tiri

7 Muhamad Jefri Ananta, 2017
*#  Yudistira, 2018
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mempunyai kewajiban untuk menghormati dan merawat
orangtua tirinya sesuai dengan kemampuannya. Menurut
dominikus Rato,*” anak tiri jika tidak diangkat anak oleh ayah
atau ibu tirinya, maka ia hanya berhak terhaw harta asal ayah
atau ibu kandungnya. Sedangkan terhadap harta gono gini, ia
hanya berhak terhadap harta gono gini orang tuanya sendiri.
Anak tiri hanya berhak atas harta benda orang tuanya yang
sah secara hukum. Terhadap harta benda orang tua tiri, si anak
tidak berhak. Untukmenjaga agar tidak terjadi kerancuan, maka
orang tua wajib membagi dan mengklasifikasikan harta benda
itu, misalnyaarta gono gini perkawinan pertama, kedua dan
seterusnya. Anak tiri yang hidup bersama dalam satu rumah
dengan ayahnya sendiribersama ibu tiri atau sebaliknya, adalah
warga sekeluarga atau serumah tangga. Terhadap bapak atau
ibu kanwgnya, anak tersebut berhak atas harta benﬁorang
tuanya. Tetapi terhadap ayah atau ibu tirinya, anak tiri tersebut

tidak berhak atas harta benda orang tua tirinya.*"

5. Hak Waris Anak Angkat

Perbuatan mengangkat anak pada masyarakat hukum
adat Osing, disebut dengan perbuatan ngampet anak (ngampet
= mengambil). Sedangkan istilah anak angkat yang digunakan
adalah anak amet (amet = ambil), anak pupon, mupu. Apabila
anak yang diangkat tersebut berasal dari luar keluarga, disebut
dengan anak nyuwut (nyuwut atau njumpuk = ngambil).
Sedangkan jika yang mengangkatanakadalah saudaratua, maka
mereka disebut Pak Weg (laki-laki) dan Mak Weg (perempuan).

¥ Mubhamad Jefri Ananta, 2017
it Mubhamad Jefri Ananta, 2017
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Namun jika yang mengangkat anak pupon adalah saudara muda
maka mereka disebut dengan Pak ilik (laki-laki), dan Mak ilik
(perempuan). Supomo menyebutkan di seluruh wilayah hukum
(Jawa barat) bilamana dikatakan “mupu, mulung atau mungut
anak” yang dimaksudkan ialah mengangkat anak orang lain
sebagai anak sendiri.*!

Pada umumnya masyarakat hukum adat Osing,
mempunyai alasan pengangkatan anak, karena pasangan
suami isteri (sebagai adoptan), yang sudah menikah dengan
waktu cukup lama belum mempunyai anak. Sedangkan alasan
lainnya, karena tidak punyai anak laki-laki, maka untuk
membantu pekerjaan bapak angkatnya. Sebaliknya, anak
perempuan, untuk membantu pekerjaan rumah tangga. Alasan
lainnya, karena orang tua angkat tersebut hanya mempunyai
satu orang anak (memperbanyak keturunan). Menolong orang
tua kandung yang kondisi ekonominya miskin dan anaknya
banyak. Ada beberapa jenis anak angkat yaitu;**

1. Anak akuan, yaitu seorang anak yang diakui anak
karena belas kasihan dan atau karena baik hati.

2. Anak pancingan, yaitu anak orang lain yang diangkat
sebagai pancingan agar mendapat anak karena suami
istri tersebut sudah lama kawin dan belum mempunyai
anak.

3. Anak piara, yaitu anak yang dipelihara karena susah
hidupnya dan adanya kebutuhan akan tenaga kerja
bagi si pengangkat anak, disebut juga anakpungut.

i Prasetyo, 2019
# Ahmad, 2010
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4. Anak titip, yaitu anak yang dititipkan karena orang
tuanya tidak dapat mengurus anak dengan baik,
sehingga diserahkan kepada kakek-nenek atau kerabat

atau tetangga lainnya.**

Sehubungan dengan proses pengangkatan anak pada
masyarakat hukum adat Osing, ini sesuai dengan yang
disampaikan oleh Iman Sudiyat, bahwa secara hukum adat

proses pengangkatan anak dapat dilaksanakan dengan cara;**

1. Tunai/kontan artinya bahwa anak itu dilepaskan
dari lingkungannya semula dan dimasukkan ke
dalam kerabat yang mengadopsinya dengan suatu
pembayaran benda-benda magis, uang, pakaian;

2. Terang artinya bahwa adopsi dilaksanakan dengan
upacara-upacara dengan bantuan para kepala perse-
kutuan, ia harus terang diangkat ke dalam tata hukum
masyarakat. Sedangkan dalam perkembangannya,
proses pengangkatan anak pada masyarakat hukum
adat Osing pada umumnya, selain dilakukan acara
adat, ada juga yang menambahkan terhadap mekanis-
me serah terima oleh orang tua kandung kepada orang
tua angkat dengan suatu surat pernyataan bermaterai
dan dilegalkan baik oleh kepala desa maupun dilaku-
kan dengan akta notaris. Hal ini bertujuan untuk men-
jaga agar tidak muncul masalah di kemudian hari, dan
untuk kepastian hukum bagi para pihak.

Ada data yang sangat menarik, yaitu pengangka-

tananakolehibutiriterhadapanakhasilzinahsuaminya
3% Yudistira, 2018
# (Prasetyo, 2019
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sendiri, sekalipun si ibu itu sudah mempunyai anak
kandung. Motifnya adalah keselamatan dan keamanan
keluarga.

Menurut hukum adat akibat yang ditimbulkan
terhadap anak angkat dari perceraian yaitu anak
angkat tetap harus mendapatkan kasih sayang dari
kedua orang tuanya angkatnya. Seorang bapak angkat
berkewajiban membiayai pemeliharan dan pendidikan
anak angkatnya. Anak angkat tidak berhak atas harta
bendayangdihasilkankedua orangtuanyaangkatnya.®

Berkaitan dengan hak anak angkat terhadap
harta peninggalan orang tua angkatnya pada masy-
arakat hukum adat Osing, maka anak angkat berhak
atas harta gono-gini dari orang tua angkatnya. Hal ter-
sebut sebagai konsekuensi atas masuknya anak ang-
kat ke dalam hubungan kekerabatan dengan orang
tua angkatnya. Sedangkan jika orang tua angkat tidak
mempunyai anak kandung, maka anak angkat terse-
but berhak mendapatkan seluruh bagian dari harta
gono-gini, dengan melalui musyawarah baik dari ke-
rabat orang tua angkatnya. Namun jika kerabat orang
tua angkatnya menuntut haknya atas harta gono-gini
dari orang tua angkatnya, maka bagian yang diterima
oleh anak angkat maksimal adalah sepertiga (1/3) ba-
gian saja. Sedangkan jika orang tua angkat mempunyai
anak kandung, maka bagian yang akan diperoleh anak
angkat akan ditentukan dalam musyawarah dari ke-
rabat pihak orang tua angkatnya. Sedangkan apabila

Muhamad Jefri Ananta, 2017
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orang tua angkat tidak mempunyai anak kandung dan

tidak mempunyai harta gonogini, maka anak angkat

tersebut masih bisa meminta bagian dari harta asal

dengan ketentuan hanya sepertiga (1/3) dari harta
asal bagian orang tua angkatnya, namun anak angkat

tersebut harus memperjuangkan haknya itu.*®

36

Prasetyo, 2019
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BAB 5
PIHAK YANG MEMBAGI DAN
BAGIAN WARIS NYA MENURUT
SUKU OSING

A. Ketentuan Pihak yang membagi dan ketentuan
bagiannya dalam harta waris mayyit/Pewaris

Menurut Suku Osing

1. Bagian 2:1 bagi anak laki-laki dan perempuan

Dalam proses sistem pembagian harta waris menurut
hukum adat osing memanglah tidak jauh beda dengan
@at jawa. Namun dari persamaan tersebut ada perbedaan
pembagian harta waris bagi anak laki-laki dan perempuan
yaitu sebagain‘ma dijelaskan oleh tokoh adat desa kemiren
dimana setiap pembagian hﬁl waris bagi anak laki-laki dan
perempuan sangat berbeda yaitu 2 pikul bagian untuk anak

laki-laki dan 1 pikul untuk anak perempuan.
2. Pergeseran Bagian 2:1 menjadi 1:1 bagi anak laki-laki

dan perempuan
lam mewarisi harta gono gini di masyarakat adat Osing
anak laki-laki maupun perempuan memperoleh hak yang sama

dalam hak dan jumlah harta warisannya, dan pewarisan atas
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harta asal, harta asal dari bapaknya akan jatuh kepada anak
laki-lakinya dan harta asal ibunya akan jatuh kepada anak
perempuannya, kedua, kini para masyarakat dan orang tua di
Kemiren Banyuwangi dalam pola pewarisan yang digunakan
menggmakan pola pewarisan 1:1 atau sigar semangka yaitu
bagian anak laki-laki dan anak perempuan sama rata, tetapi jika
mempunyai anak tunggal maka harta warisannya menjadi hak
anak tanpa meli@t laki-laki atau perempuan, ketiga, pembagian
harta gono gini antara anak laki-laki dan perempuan dilakukan
sama rata 1:ﬂergeseran ini di pengaruhi oleh hukum Negara
yang di atur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
dan Kompilasi Hukum Islam, serta kemunculan issue Ham dan

Gender.

3. Bagian untuk Janda di Suku Osing

Dan jika pembagian harta waris bagi janda di suku osing
sendiri dalam sistem pembagiannya bahwa dalam lingkungan
keluarga ditentukan oleh keluarganya sendiri tidak atas dasar
hukum yang berlaku diindonesia dan dalam hukum islam.
Sehingga janda tersebut mendapatkan harta sesuai dengan
kesepakatan pihak keluarga perempuan. Ada juga alasan
sebab janda tidak mendapatkan harta waris dikarenakan
dari pihak keluarga perempuan sendiri sudah memberikan
harta waris akan tetapi dengan persyaratan jika seorang janda
itu mempunyai keturunan dan jika seorang janda itu tidak
memiliki keturunan maka harta waris yang diberikan oleh
pihak perempuan dikembalikan kepada orang tua dari pihak
perempuan itu.Samahalnyajikaharta warisitumerupakan hasil

dari kerja suami menurut ketua RT desa kemiren sendiri bahwa
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itu tergantung dari pihak perempuan apakah mereka meminta
bagian atau tidak. Menurut tokoh adat desa kemiren bahwa
dalam kaitan masalah waris pihak yang berhak menentukan
dalam pembagian harta waris adalah keluarga dari pihak
laki-laki yang meninggal atau pihak pancer. Pembagian harta
waris terhadap janda yang dimana tidak terlalu di istimewakan
dalam hal waris sebab Menurut Bapak Suhaimi bahwasannya
seorang isteri jika ingin mendapatkan hak waris maka harus
memiliki keturunan terlebih dahulu sehingga pihak pancer bisa
merembuk atau memusyawarahakan ulang terhadap keluarga
mengenai hak waris janda di masyarakat osing. Hal ini juga
pernah di utarakan oleh bapak ketua RT desa Kemiren yang
dimana jika seorang janda ingin mendapatkan hak waris maka
perlu di musyawarahkan terlebih dahulu karena tidak mungkin
seorang suami membiarkan isterinya hilang haknya untuk
mendapatkan hak waris meskipun itu dengan persetujuan dan

tidak sepenuhnya mendapatkan hak waris.
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BAB 6
CARA PENYELESAIAN SENGKETA
WARIS MENURUT SUKU OSING

A. Alur Penyelesaian Sengketa di dalam Suku Eing

Untuk menyelesaikan berbagai kasus yang terjadi
di masyarakat adat dapat diselesaikarﬁengan cara adat
melalui peradilan adat. Menurut Hilman, peradilan adat yaitu
acara yang berlaku menurut hukum adat dalam memeriksa,
mempertimbangkan, memutuskan atau menyelesaikan suatu
perkara permasalahan adat@’[‘ujuan penyelesaian sengketa
adat adalah untuk menjaga keseimbangan hidup masyarakat,
apabila keseimbangan itu terganggu maka petugas-petugas
hukum masyarakat harus berusaha mengembalikan

keseimbangan itu .*

Agar imbas dari penyelesaian sengketa/konflik tidak
meluas, maka harus diidentifikasi terlebih dahulu jenis konflik.
Menurut@adi dkk, jenis konflik terbagi menjadi dua yaitu
pertama dimensi vertikal atau “konflik atas”, yang dimaksud
adalah konflik antara elit dan pepsa (rakyat), kelompok bisnis
atau aparat militer; kedua yaitu konflik horizontal, yakni konflik

yang terjadi di kalangan massa (rakyat) itu sendiri. **

57 Hadikusuma H., 1984
#  Hadikusuma H., 1984
3% Susan, 2009
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Penyelesaian konflik tentunya menggunakan sistem
hukum yang akrab, erat dan mempunyai nilai-nilai yang
mencerminkan kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut
tertuangkan dalam hukum yang hidup dimasyarakat dan
menjadi pedoman hidup masyarakat. Penyelesaian konflik/
sengketa adat tergantung dari tipe budaya hukum masyarakat
tersebut. Tipe Budaya Hukum di bagi menjadi 3 (tiga) yaitu,
pertama, tipe budaya parokial (parochial culture), cara berpikir
masyarakatnya masih terbatas, tanggapan terhadap hukum
hanya terbatas pada hukumnya sendiri, masyarakat demikian
masih kuat bertahan pada tradisi hukumnya sendiri, kaidah-
kaidah hukum pantang dirubah, kedua, tipe budaya subjek
(subject culture), orientasi pandangan mereka terhadap
aspek hukum yang baru sudah ada sikap menerima atau
menolak, walapun cara pengungkapannya masih bersifat
pasif, tidak terang-terangan atau masih tersembunyi, ikut
saja pada apa yang dikatakan oleh penguasa baik langsung
atau tidak langsung, ketiga budaya patisipan (paticipant
cuf.rur%cara berpikir dan berperilaku berbeda-beda, orang
sudah mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama
dihadapan hukum, biasanya dalam masyarakat demikian
pengetahuan dan pengalaman anggota masyarakatnya sudah

luas, ada perkumpulan atau organisasi .*”

Untuk menyelesaiakan permasalahan tersebut, menurut
Robert, bahwa ada beberapa model atau cara penyelesaian
konflik dalam masyarakat baik masyarakat sederhana maupun

komplek/modern adalah sebagai berikut:

4 Hadikusuma H., 1984
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1. Negosiasi, melalui proses kompromi antara pihak yang
berkonflik, tanpa mengundang pihak ketiga untuk
menyelesaikan konflik yang terjadi diantara mereka;

2. Mediasi, melalui kesepakatan diantara para pihak
guna melibatkan pihak ketiga (mediator) dalam
menyelesaikan konflik, walau hanya berfungsi sebagai
perantara (go-between) yang belaku pasif, karena
inisiatif dalam mengambil keputusan sebagai wujud
penyelesaian sengketanya tetap didasarkan kepada
kesepakatan para pihak yang berkonflik saja;

3. Arbitrase, merupakan penyelesaian konflik dimana
para pihak bersepakat untuk melibatkan pihak ketiga
yang disebut arbitrator sebagai wasit yang memberi
keputusan sehingga keputusan tersebut wajib ditaati
serta dilaksanakan olapara pihak yang berkonflik;

4. Ajudikasi, sebagai model penyelesaian sengketa
melalui institusi pengadilan yang keputusannya
mengikat para pihak-pihak yang berkonflik.*!

Lebih lanjut 1 Nyoman Nurjaya mengatakan cara
penyelesaiarmermasalahan yang terjadi di masyarakat paling
tidak ada 2 (dua) macam yaitu:

1. Institusi penyelesaian konflik yang bersifat tradisional,
yang bersumber dari sistem politik dan hukum rakyat
dan berlangsung secara tradisional (folk institutions);

2. Institusi penyelesaian sengketa yang dibangun dari
sistem politik dan hukum Negara (state intitutions).*

Nurjaya, Perkembangan Pemikiran konsep Pluralisme, Makalah di sampaikan
dalam, 2004
#  Nurjaya, Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antopologi Hu-
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Pilihan mekanisme penyelesaian sengketa di luar
peradilan telah lama digunakan dan dipraktekan oleh
masyarakwukum adat di Indonesia.*® Pilihan ini
dilakukan dengawempertimhangkan segala bentuk
efisiensinya dan sekaligus menguntungkan bagi para
pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa yang d'glesaikan dalam
peradilan adat tidak membedakan apakah itu pelangaran adat,
agama, kesusilaan, kesopanan. Kesemuanya akan diperiksa
dan diadili oleh hakim adat sebagai satu kesatuan perkara
yang pertimbangan dan keputusannya bersifat menyeluruh
berdasarkan segala faﬁ:r yang mempengaruhinya.*

Lanjut Hilman, di dalam masyarakat hukum adat sudah
sejak lama sengketa-sengketa yang terjadi diselesaikan secara
musyawarah dan mufakat melalui lembaga-lembaga adat
yang biasa disebut peradilan adat.”” Penyelesaian dengan
musyawarah cerminan dari hukum adat. Begitupun yang
terjadi di suku osing, penyelesaian sengketa/perselisihan
menggunakan hukum adat dibandingkan dengan hukum lain

atau disebut juga soft pluralisme.

Terdapat beberapa tahap dalam penyelesian sengketa/

perselisihan di suku osing yaitu:

1. Pra Mediasi yaitu penyelesaian perselisihan para pihak
dimana, perwakilan keluarga para pihak yang menjadi

mediator;

kum, 2008
43 Safa’at, 2015
4 Hadikusuma H., 1984
45 Hadikusuma H., 1984
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2. Mediasi yaitu penyelesaian perselisihan para pihak,
dimana tokoh masyarakata menjadi mediator;
3. Litigasi yaitu penyelesaian perselisihan menggunakan

hukum negara.

Menurut Dominikus Rato, Penyelesaian perselisihan
di Suku Osing pada awalnya melalui lembaga adat yaitu
Lembaga Adat Masyarakat Osing Kemiren (LAMUK). Namun
seiring waktu lembaga ini sudah tidak difungsikan kembali.
LAMUK tidak lagi digunakan sebagai lembaga penyelesaian
perselisihan, hal ini bukan dikarenakan tidak adanya sumber
daya manusia (SDM) untuk menyelesaiakan perselisihan,
namun dikarenakan sangat jarang terjadi perselisihan di suku
osing, sehingga fungsi LAMUK saat ini mengalami pergeseran
makna yaitu hanya untuk berkonsultasi bagi suku osing yang
akan melakukan ritual-ritual kegiatan. Tidak berfungsinya
LAMUK bukan berarti penyelesaian perselisihan serta merta
menggunakan hukum negara, tetap menggunakan hukum adat
dengan mengedepankan musyawarah. Selama kurun waktu 40
tahun perselisihan yang terjadi di suku osing hanya 1 (satu)

yang harus diselesaikan melalui jalurlitigasi yaitu kasus waris.*

4 M. Noor Fajar Al Arif, 2018
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Bagan 1: Alur Skema Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Adat Osing

Para pihak Penyelesaian - Selesai

yang bertikai * | antarkeluarga | =—a
Tidak Selesai
Pemerintahan : Mediator
Desa -— Tidak
selesal
lesai

1‘ Se
.,“" Salesai
RN _

Tidak RW [y -
selesai Tidak —*
selesal /\\
| umeast[+——| midak  ||_selesai

selesai

Alur skema penyelesaian sengketa dalam hukum adat

Osing diselesaikan dengan beberapa tahap yaitu:

1. Tahap Pra Mediasi

Para pihak yang bertikai menyelesaikan secara
musyawarah dan sebagai penengah (mediator) adalah para
pihak dari keluarga masing-masing yang dituakan. Jika tahap
pramediasi belum menemukan solusi maka dilanjutkan dengan
tahap Mediasi

2. Tahap Mediasi

Para pihak boleh memanggil orang lain sebagai mediator.
Mediator yang ditunjuk tidak harus kepala adat tetapi bisa
tokoh adat yang dipercaya, memiliki pengetahuan yang luas
dan berwibawa. Menurut Irwan, sesepuh adat dalam suku
osing terbagi menjadi dua yaitu, orang tua yang dituakan
karena sudah pengalaman dan orang muda yang dituakan
karena ilmu pengetahuan yang luas. Jika penyelesaian dengan
tokoh adat sebagai mediator tidak selesai maka, penyelesaian
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sengketa dilimpahkan ke pemerintahan desa.” Menurut
Dominikus Rato, penyelesaian ke pemerintahan desa harus
di selesaikan terlebih dahulu melalui satuan perangkat desa
yang paling kecil /bawah yaitu Rukun Tetangga (RT), jika masih
belum selesai maka dilanjutkan ke Rukun Warga (RW), namun
jika masih belum ada kata sepakat maka diselesaikan di balai
desa, jika di balai desa masih belum ada kata sepakat pula maka
dilanjutkan dengan tahap Litigasi.*®

3. Tahap Litigasi

Tahap ini sebenarnya adalah tahap yang tidak diinginkan
karena penyelesaiannya menggunakan hukum negara, jika
perkara pidana maka di serahkan ke polisi, jika perkara waris
atau perceraian maka langsung ke pengadilan negeri atau
agama.

Jika dilihat dari alur skema penyelesaian sengketa Suku
Osing. Telihatsederhana tetapi panjangdalam proses.Sederhana
artinya penyelesaian sengketa langsung mendatangkan
mediator dan segera mencari solusi dengan musyawarah.
Terlihat panjang dalam proses dikarenakan suku osing
mempunyai filosofi hidup yaitu tetap menjaga kerukunan dan
keharmonisan masyarakat dengan penyelesaian musyawarah

dan menghindari penggunaan hukum negara.

Menurut Suhaimi, jika terjadi sengketa/perselisihan
antar suku osing dan penyelesaiannya menggunakan hukum

negara, maka masyarakat tersebut mendapat stigma sebagai

47 M. Noor Fajar Al Arif, 2018
M. Noor Fajar Al Arif, 2018
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masyarakat yang kurang baik.*

Peran yang paling menonjol dalam penyelesaian sengketa
di suku osing adalah mediator, mediator harus bersikap adil,
mempunyai pengetahuan yang luas dan bijak dalam menyikapi
permasalahan dari para pihak dan mampu mendalami
keinginan dari para pihak. Mediator harus mempunyai solusi-
solusi alternatif yang adil dan bermakna sehingga perselesihan
dapat terselesaikan dengan cepat dan menghasilkan solusi
yang tepat untuk kedua belah pihak.

Keunikan dalam penyelesaian sengketa di suku osing,
dimana mediator (hakim) adalah tokoh adat bukan kepala
adat, hal ini tentunya berbeda dengan di beberapa suku lain
dalam penyelesaian sengketa, seperti suku Baduy yang menjadi
mediator penyelesaian permasalahan adalah Puun atau jaro,
suku Cisungsang dan suku Cisitu mediator adalah pemangku
adat.

Penyelesaian sengketa yang diakhiri dengan musyawarah
dapat memperkuat tradisi masyarmat untuk menjaga
kedamaian dan kerukunan masyarakat. Kebudayaan dan tradisi
tersebut mencerminkan nilai keadilan, kebersamaan serta
asas keharmonisan yang memberi pedoman agar tidak saling
mengembangkan rasa permusuhan atau ketegangan sosial,
empati terhadap pihak yang lemah dan asas keseimbangan
sosial.

4% M. Moor Fajar Al Arif, 2018; Ahmad, 2010
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Gambar 1: Penyelesaian Sengketa yang Diakhiri Musyawarah

di Desa Kemniren
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BAB 7
KEPALA DESA SEBAGAI HAKIM
SENGKETA WARIS ADAT

A. Kepala Desa sebagai Hakim di Desa Adat

1. Latar belakang sejarah dan dasar hukum Peradilan Desa
Pada zaman pra kemerdekaan, secara yuridis formal
wilayah atau daerah pedesaan diatur dengan Staatblaad
Tahun 1919 Nomor 13, dimana Staatblaad Nomor 212
Tahun 1907 terkait dengan pemilihan Kepala Desa. Dalam
hal ini diketahui bahwa sejak jaman pra kemerdekaan, desa
memilWemerintahannya sendiri sebagai bagian yang utuh
dalam Negara Kesatuan Republik mlcmesia setelah merdeka.
Pemerintahan Desa, diakomodir dalam Pasal 18B ayat (2)
Undau—Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang. Dari
pemahaman Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945 tersebut bahwa
desa diartikan bukan saja sebagai kesatuan masyarakat hukum
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adat, tetapi juga sebagai hierarkhi pemerintahan yang terendah
dalam Negarﬁesatuan Republik Indonesia”, disamping itu jelas
bahwasanya desa yang pemerintahannya berdasarkan hak asal-
usul dan adat istiadat tetap dihormati dan diakui dalam bingkai
besar negara bangsa (nation state) yaitu Negara Kesatuan
Republik Indonesia. WE terasa begitu penting, karena didesa
masih digenggamnya hak asal-usul dan hak tradisional (hukum
adat) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan
berdasarkan UUD NRI 1945. Dalam struktur ketatanegaraan
Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai
bentuk dan wajib untuk dilindungi dan diberdayakan agar
menjaékuat, maju, dan mandiri serta demokratis sehingga
dapat melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju
masyarmt yang adil makmur, dan sejahtera. Hal ini sejalan
dengan upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good

Governance) khususnya di pemerintahan Desa..>”

Melihat hal dalam pemerintahan desa, sebagai suatu
daerah yang dianggap pentin%pada zaman kolonial dahulu
pun daerah pedesaan tersebut merupakan bagian dari adanya
suatu peradilan pribumi yang ada di Jawa dan Madura,
atau peradilan daerah swapraja di luar Jawa dan Madura.
Hakim desa berhak untuk memeriksa berbagai perkara yang
menurut hakim adat termasuk didalam bagian yurisdiksinya.
Kompetensi dari hakim desa diatur sedemikian rupa, sehingga
tercegah kemungkinan timbulnya sengketa yurisdiksi dengan

hakim gubernemen ataupun hakim agama. Karena menilik dari

adanya fungsi hakim, menurut

¢ Mainggolan, 2018
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Ter Har adalah sebagai berikut: “Eerst en voornaamste
oogmerk van de beroepsrechter, die zoekt naar regelen van
gewoonterecht, waarmede hij zijn uitspraakin het hun voogrgeleg
de geschil zal kunnen motiveren is, moet althans zijn: het vinden
van concrete beslissingen in vroegere gevallen” yang apabila
tidak dapat mengambil suatu keputusan mengenai perkara
yang ada maka hakim melakukannya dengan pertimbangan
asas-asas dan sistem hukum adat yang berlaku sebagaimana

penjelasan berikut:

“Kent de rechter geen vroegere beslissingen in gevallen met
gelijke relevante feiten of bleken die beslissingen niet houdbaar,
dan moet hij nietemin een beslissing nemen, welke naarzijn
besteweten als rechtsbeslissing en dus als rec@regef te gelden
heeft in het millieu, waarin hij rechtspreekt. Om die beslissing
te vinden moet hij zich doordringen van het rechtsstelsel in zijn
geheel, moet hij de sociale werkelijkheid kennenen de eisen der
menselijkheid".>

Apabila ada keserasian antara ketentraman dengan
gztertihan,akantercapailahsuatukedamaiandalammasyarak&t.
Dengan demikian, diharapkan kepala-kepala desa dapat
membina kedamaian yang berarti tidak adanya suatu kekangan
terhadap kebebasan serta tidak ada suatu gangguan terhadap
ketertiban. Kedamaian tersebut sebenarnya merupakan
tujuan hukum yang paling hakiki yang dapat dicapai melalui
kepastian hukum dan persamaan hukum. Dengan demikian,
inti fungsi Kepala Desa adalah menerapkan hukum sebagai

sanpga untuk mengendalikan dan memperbaharui masyarakat

*  Haar. B,T.(1930) Het Adatproces Der Inlanders. Amsterdam : A.H Kruyt, Uit-
gever
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di desanya. Kebijakan hukum dalam mengimplemetasikan
hakikat penyelesaian suatu permasaa'lan di luar pengadilan
Oleh Kepala Desa. Secara tradisional kedudukan dan peranan
Kepala masyarakat Hukum Adat adalah sama dengan Kepala
Adat. Oleh karena Kepala Adat adalah sama dengan Kepala
Masyarakat Hukum Adat. Seorang Kepala Masyarakat Hukum

Adat mempunyai beberapa kewenangan sebagai berikut:

1. Tindakan-tindakan mengenai urusan tanah berhu-
bungan dengan adanya pertalian yang erat antara
tanah dengan persekutuan (golongan manusia) yang

menguasai tanah tersebut;

2. Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk
mencegah adanya pelanggaran hukum (preventieve
rechtszorg), supaya hukum dapat berjalan dengan
semestinya; dan

3. Penyelenggaran hukum sebagai pemulihan hukum,

.setelah hukum itu dilanggar (represieve rechtszorg).>
22

Seorang Kepala Desa yang sebagai pemimpin dianggap
adil, apabila dirinya dapat menjaga harmoni dari pola interaksi
sosial, yang merupakan inti proses sosial. Masyarakat akan
puas apabila terwujud bersatunya warga masyarakat deran
pemimpinnya. Pemimpin harus dapat menyesuaikan diri
dengan perkembangan masyarakat. Disamping itu seorang
penguasa harus memiliki keberanian, kebijaksanaan, dan
keadilan. Kepala Desa dalam hal ini masuk dalam kategori
ekﬁutifdalam Trias Politica, berkewajiban untuk menjalankan

2 Spepomo. (1977) Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Jakarta : Pradnya Paramita.
Him 44.
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sesuatu peraturan yang sebelumnya telah dibuat oleh lembaga
legislatif desa (Badan Permusyawaratan Desa).

Selama ini Peraturan Desa (Perdes) yang dibuat hanya
sampai pada tahapan turunan daripada peraturan perundan-
gundangan yang ada. Padahal dengan menyandang status se-
bagai Desa yang dirasa begitu istimewa di Indonesia, Desa ha-
rusnya mampu membuat suatu kemandirian dan inovasi baru
dalam rangka memberikan keamanan dan kenyamanan serta
ketertiban bagi warga masyarakatnya. Pelaksanaan penyele-
saian sengketa secara alternatif (non litigasi) perlu dilakukan
sebagai bentuk kemandirian dan keistimewaan desa dan seca-
ra tidak langsung akan lebih mengefesiensikan suatu perkara

agar tidak semakin menumpuk di pengadilan.

Hal semacam ini“alam keilmuan hukum perdata
dikenal dengan sebutan Alternative Dispute Resolution (ADR),
dan dal keilmuan hukum pidana dikenal sebagai “mediasi
penal’. Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa
di luar pengadilanhanya ada dalam sengketa keperdataan,
namun dalam prakteknya sering juga kasus pidana
diselesa@n melalui jalur non litigasi melalui berbagai diskresi
Aparat musyawarah desa; musyawarah adat; dsb. Praktek
penyelesaian perkara (khusunya perkara pidana) semacam
ini yang dmlesaikan diluar pengadilan untuk saat ini belum
ada suatu landasan hukum formiilnya, sehingga sering terjadi
suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian
damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun

tetwaja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.”

% Arief B.N. (2007) Aspek Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengke-
ta Di Luar Pengadilan. Semarang : Seminar Masional, Program Doktor llmu
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Untuk itulah penyelesaian sengketa oleh Kepala Desa dapat
dikategorikan sebagai suatu diskresi darinya dalam rangka
pelayanan publik bagi warga masyarakatnya. Pemutusan
dalam melakukan sengketa waris oleh kepala desa dapat
mencerminkan semangat kekeluargaan dan sikap kekerabatan
dalam lingkungan keluarga. Selain itu juga bahwa peran kepala

a dalam sengketa waris yaitu membagikan secara merata
kepada ahli waris yang benar-benar berhak menerima harta
waris tersebutzgz

Namun dalam hukum islam dan hukum adat belum
dijelaskan kapan kepala desa itu membagikan harta waris
kepada pihak bersangkutan. Menurut ketua RT Desa Kemiren
Bahwa dalam penyelesaian sengketa waris mereka melalui
musyawarah antar keluarga pihak laki-laki maupun pihak
wanita apabila diantara pihak laki-laki dan perempuan tidak
setuju dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak pancer
maka urusan tersebut akan berbuntut panjang jika berbuntut
panjang maka ada yang mengajukan ke kantor balai desa ada
juga hanya musyawarah keluarga kembali.>® Menurut Prof.
Dominikus Rato seringkali ketika sengketa sampai di PN atau
PA hakim akan melihat akta perdamaian desa yang di buat oleh

Kepala desa.*®

Hukum Universitas Diponegoro. Him 2.
#  Ahmad, 2010
35 M. Noor Fajar Al Arif, 2018
¢ Keterangan Prof. dominikus Rato dalam FGD di Kemiren tanggal .....
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Gambar 2 : Mediasi sengketa waris oleh Kepala Desa Kemiren Bpk.
Mohamad Arifin

2. Upaya-Upaya Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa
Peranan Kepala Desa dalam Kehidupan masyarakat desa
Kemiren sangatmenonjoluntukmemberikan pelayanan kepada
warganya. Sebagai perwujudan sikap saling menghormati dan
sikap hidup rukun, maka penyelesaian sengketa diupayakan
selalu melalui musyawarah secara kekeluargaan. Penyelesaian
secara damai lebih diutamakan oleh Kepala Desa untuk menjaga

keseimbangan dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Penyelesaian secara damai juga dimaksudkan untuk
menghilangkan rasa dendam akibat persengketaan yang
timbul. Perselisihan dalam hal harta warisan secara umum
mempunyai beberapa alternatif penyelesaian dengan tahapan-
tahapan sebagai berikut yaitu:*’diantara para pewaris itu
sendiri dengan mengadakan pertemuan atau musyawarah
antara para pihak yang bersangkutan dengan di pimpin oleh
orang tua yang masih hidup atau dipimpin oleh anak tertua
atau salah satu diantara ahli waris yang mempunyai wibawa

dan bijaksana dari pihak ayah atau ibu.

57 Hadikusuma H., 1991
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a. Apabila tidak tercapai kata sepakat diantara para
pewaris mengenai hal yang diperselisihkan, maka
pembicaraan akan ditangguhkan untuk sementara
waktu guna memberi kesempatan bagi para pihak
untuk berkﬂns%si dan berkompromi diantara para
ahli waris yang satu dengan yang lain baik dilakukan
secara langsung maupun dengan perantara.

b. Dalam pertemuan berikutnya diberikan kemungkinan
adanya campur tangan pihak yang dituakan atau
kerabatdekatsertaanggota keluarga yang mempunyai
pengaruh sebagai penengah. Hal ini guna mencari jalan
keluar dari perbedaan pendapat yang terjadi antar
pihak sehingga ditemukan titik temu yang disepakati
bersama oleh para pihak.

Penyelesaian secara damai dalam kehidupan di desa
Kemiren dipandang sebagai hal yang perlu dawerupakan
keharusan untuk menghilangkan rasa dendam antara pihak
yang satu dengan pihak yang lain. Semangat kekeluargaan
dan kerukunan inilah yang harus tetap dipegang dalam
penyelesaian sengketa dengan perantaraan Kepala Desa
sehingga persaudaraan diharapkan tidak sampai renggang
atau terputus dan permasalahan dapat diselesaikan secara
damai. Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan dalam
kehidupan masyarakat desa Kemiren membuat peran Kepala
Desa sangat dibutuhkan dalam membantu penyelesaian
sengketa harta warisan. Mayoritas masyarakatdesa yang hanya
berpendidikan SD dan bahkan tidak mengenyam pendidikan
membuat masyarakat lebih menyerahkan permasalahan
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mereka kepada keputusan Kepala Desa yang disegani dan
berkharisma serta dianggap berpengetahuan luas. Rendahnya
tingkat pendidikan dalam masyarakat desa juga mempengaruhi
mereka untuk lebih memilih musyawarah mufakat dengan
perantara Kepala Desa dari pada harus berpekara di Pengadilan
Negeri dengan aturan dan ketentuan yang lebih rumit
Kehidupan bermasyarakat desa Kemiren dalam menyelesaikan
sengketa waris terdapat tahapan-tahapan tertentu. Tahapan-
tahapan yang dilalui untuk menyelesaikan persengketaan

harta warisan di desa Kemiren yaitu: *

a. Pertama kali dilakukan musyawarah keluarga yang
mempertemukan seluruh ahli warisdan orang tua yang
sih hidup. Hal ini digunakan untuk menentukan
bagian yang akan diperoleh oleh masing-masing ahli
waris berdasarkan petunjuk yang diberikan pewaris,
serta membicarakan mengenai hutang-piutang
pewaris dan penyelesaiannya. Dimungkinkan juga
pembagian berdasarkan petunjuk orang tua yang
masih hidup "meluri” kalau pada saat pewaris masih
hidup belum menentukan bagian masing-masing ahli
waris.

b. %mimpin dalam musyawarah keluarga dapat
dilakukan oleh salah satu orang tua yang masih hidup
atau anak tertua yang dianggap mampu memimpin
musyawarah atau bisa juga meminta bantuan kepada
paman dari keluarga yang bersangkutan.

c. Harta warisan apabila dirasakan sulit untuk dibagi
_ Kkarenajumlahnya relatif kecil atau ada ahli waris yang

s M. Noor Fajar Al Arif, 2018
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mengusulkan untuk menjual harta warisan, maka
harta warisan tersebut dapat dijual baik kepada salah
satu famili atau kemla orang lain. Kemudian harta
warisan dibagikan kepada ahli warismng berhak.
Harta warisan bisa saja dijual kepada salah satu ahli
waris, yang kemudian ahli waris tersebut memberikan
bagian berupa uang kepada ahli waris lainnya.

d. Apabilaterjadipertentanganatauterjadipermasalahan
yang tidak bisa diselesaikan dalam musyawarah
keluarga, maka atas inisiatif para pihak atau salah
satu pihak yang berkeberatan, persengketaan dapat
dilaporkan kepada Kepala Desa. Laporan tersebut
disampaikan baik secara formil datang pada saat jam
kerja di balai desa atau bisa juga salah satu pihak
datang menghadap kerumah Kepala Desa secara
kekeluargaan diluar jam kerja.

e. Sebelum para pihak dipanggil secara kedinasan
oleh Kepala Desa, Kepala Desa secara kekeluargaan
mendatangi para pihak untuk membicarakan
permasalahannya di rumah para pihak. Peran Kepala
Desa dalam hal ini hanya sebagai mediator yang
mempertemukan para pihak yang bermasalah dan
dalam perundingan hanya sebagai penengah dari para
pihak. Apabila tidak terjadi kesepakatan dengan cara
kekeluargaan tersebut, maka sebagai langkah lanjut
maka Kepala Desa berinisiatif memanggil para pihak
untuk dipertemukan di balai desa secara kedinasan.

f. Kepala Desa berperan sebagai hakim penengah yang
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membantu jalannya musyawarah yang dilakukan para
pihak di balai desa. Masing-masing pihak diberikan
kebebasan untuk berpendapat dan menentukan
berapa besar bagian yang diterimanya twa adanya
campur tangan dan penentuan bagian oleh Kepala
Desa. Dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan di
balai desa maka Kepala Desa yang memimpin jalannya
musyawarah berupaya untuk dapat menyelesaikan
dengan damai secara kekeluargaan.

. Sebagai tindak lanjut apabila permasalahan dapat
diselesaikan di balai desa, maka akan ditawarkan
untuk dibuat surat kesepahaman antara para pihak
yang bersengketa dan diambilkan saksi dari Kepala
Desa serta perangkat desa.

. Apabila dalam musyawarah yang dilakukan di balai
desa dan telah dilakukan beberapa kali tidak terdapat
kata sepakat, maka keputusan akan diserahkan
kembali kepada para pihak apakah akan dilanjutkan
ke Pengadilan NegeriTindakan Kepala Desa ini
merupakan kewajiban dan bentuk tanggung jawab
dari Kepala Desa demi terselenggaranya ketertiban
dan ketentraman masyarakat desa. Selama ini
berdasarkan keterangan Kepala Desa Kemiren bapak
Bambang Sugiharto, permasalahan persengketaan
harta warisan yang dibawa ke balai desa Kemiren
selalu dapat diselesaikan dengan damai secara
kekeluargaan. Kepala Desa pﬁ umumnya turut ikut
campur dalam penyelesaian sengketa harta warisan
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antara para ahli waris yang sifatnya terbatas apabila
ada laporan masuk kepada Kepala Desa. Hal yang
demikian dikarenakan pada dasarnya apabila telah
terdapat kata sepakat antara para ahli waris sudah
tentu hal tersebut tidak dilaporkan kepada Kepala
Desa, sehingga Kepala Desa tidak perlu lagi turut
ikut campur karena hal tersebut tidak menggangu
ketertiban dan kerukunan masyarakat desa. Kepala
Desa Kemiren dalam menyelesaikan perkara yang
datang kepadanya khususnya permasalahan sengketa
waris, berupaya memfasilitasi dengan jalan sebagai
berikut yaitu:™
1) Mencari silsilah keluarga dari para pihak;
Mencari silsilah dari keluarga yang
bersengketa, yaitu mengadakan penelusuran
anggotakeluargadariparapihakyangbersengketa
dan dicari kesesuaian dari permasalahan yang
diajukan.Untuk membuat terang suatu peristiwa
hukum, maka perlu diketahui mengenai uraian
posisi kasus serta asal muasal permasalahan.
Mengenai persengketaan harta warisan penting
untuk diketahui mengenai silsilah keluarga dari
para pihak yang bersengketa. Dalam kehidupan
masyarakat desa Kemiren dapat dijumpai
beberapa orang yang melakukan perkawinan
lebih dari satu kali. Hal ini dapat membuat
rumit masalah persengketaan harta warisan.
Dalam hal inilah Kepala Desa berupaya untuk

5% Yudistira, 2018
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mengetahui runtutan mengenai asal-usul
keluarga para pihak. Kepala Desa dengan dibantu
oleh perangkat desa berupaya mendaunakan
dan memanfaatkan sumber-sumber informasi,
dengan cara menanyakan secara langsung
kepada para pihak yang bersengketa serta
uarga dari yang bersengketa.
. Mengumpulkan informasi mengenai asal-usul
harta@]gketa;

Mengumpulkan informasi mengenai asal-
usul harta yang dipermasalahkan, agar diperoleh
suatu kejelasan mengenai harta warisan yang
dipersengketakan. Seperti halnya keharusan
untuk mengetahui silsilah keluarga dari para
pihak yang bersengketa, penting juga untuk
diketahui mengenai asal-usul dari harta yang
dipersengketakan. Kebutuhan akan pentingnya
asal-usul kepemilikan harta warisan digunakan
untuk menentukan siapa saja para pihak yang
berhak untuk mendapatkan bagian dari harta
warisan tersebut secara sah. Jika permasalahan
mengenai tanah atau sawah maka dicari atas
nama siapa tanah tersebut terdaftar dan
bagaimana perolehan hak atas tanah tersebut.
Kepala Desa Kemiren berupaya mengumpulkan
informasi mengenai harta warisan baik dengan
bertanya secara langsung kepada para pihak
yang bersengketa dan juga mengumpulkan
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informasi dari perangkat desa Kemiren serta
Kepala Dusun di tempat harta warisan berupa

tanah tersebut berada.

. Memprakarsai pertemuan-pertemuan

musyawarah;

Memprakarsai pertemuan-pertemuan
dari para pihak untuk dilakukan musyawarah
secara kekeluargaan guna menyelesaikan
persengketaan secara damai. Pihak-pihak yang
berpekara yang tidak menemukan kesepahaman
seringkali memancing emosi dan menimbulkan
pertentangan serta keributan. Keadaan yang
diliputi emosi membuat pihak yang bersengketa
tidak mau atau enggan untuk bertemu satu sama
lain. Keadaan ini membuat persengketaan tidak
dapat terselesaikan oleh para pihak itu sendiri
dikarenakan keengganan para pihak untuk
saling bertemu, bermusyawarah mengenai
penyelesaian sengketa. Kepala Desa Kemiren
sebagaitokohmasyarakatterhadapsituasiseperti
ini, mengambil tindakan untuk mengembalikan
suasana kerukunan dan kekeluargaan dengan
berupaya mempertemukan pihak-pimk yang
bersengketa. Pertemuan tersebut bisa dilakukan
di tempat salah satu pihak yang bersengketa
atau bisa juga di balai desa. Kepala Desa dalam
memprakarsai perundingan berupaya untuk
mendorong lahirnya suasana konstruktif bagi
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diskusi yang dilakukan oleh para pihak. Kepala

Desa dalam musyawarah yang dilakukan oleh
e pihak berfungsi sebagai penerjemah yang
berusaha menyampaikan dan merumuskan
usulan dari pihak yang satu kepada pihak yang
lain dengan penyampaian menggunakan bahasa
dan ungkapan yang enak di dengar.
. Mengusulkan alternatif pemecahan masalah;
Mengusulkan berbagai alternatif yang dapat
digunakan oleh para pihak sebagai pertimbangan
dalam musyawarah dalam menentukan pemecahan
masalah secara damai agar dapatditerimaberbagai
pihak. Kepala Desa dalam musyawarah berusaha
memberitahu dan memberi peringatan secara apa
adanya mengenai alternatif yang dapat dijadikan
rujukan untuk menyelesaikan persengketaan
diantara para pihak. Kepala Desa Kemiren juga
mengingatkan untuk tidak terpaku kepada sebuah
pemecahan masalah dan berusaha keras untuk
mempertahankannya.
. Memberikan saran-saran yang diperlukan.
Memberikan saran-saran kepada para pihak
agar rasa persaudaraan dan kerukunan hidup tetap
terpelihara. Sehingga diharapkan tidak ada lagi
perasaan dendam atau tidak mau kalah yang dapat
merusak hubungan kekeluargaan antar pihak-
pihak yang bersengketa.
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BAB 8
STUDI KASUS SENGKETA WARIS DI DESA
KEMIREN SERTAADAPTASI KEWARISAN
ADAT MASYARAKAT SUKU OSING KE
DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM
EROPA (BW)

A. Adapatasi Kewarisan Adat Suku Osing ke dalam
Hukum Islam dan Hukum Eropa (BW)

Pengaruh hukum waris dilingkungan masyarakat osing
terhadap pembagian harta waris adamem ang hanya beberapa
cara saja yang belum terpengaruh ke dalam hukum waris islam
maupun hukum waris barat sebab lingkungan masyarakat adat
yang belum semuanya paham akan hukum islam meskipun
mayoritas masyarakat dilingkungan adat setempat ialah
muslim dan hal lain yang menyebabkan hukum islam belum
mempengaruhi hukum waris adat dikarenakan masyarakat
osing sendiri tingkat pendidikan baik mngenai sosial maupun
agama masih minim mayoritas pendidikan masyarakat osing
sendiri adalah sampai jenjang sekolah menengah atas sehingga
jika dilihat dari pengetahuan mengenai pembagian hukum
waris belum sepenuhnya sesuai dengan aturan islam. Menurut

bapak suhaimi bahwa hukum islam sudah mempengaruhi
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adat masyarakat setempat namun belum keseluruhan karena
pembagian waris adat tersebut merupakan salah satu cara
leluhur dari zaman mataram. Meskipun begitu ketika janda
tersebut mendapat hak warisnya tetapi tidak sesuai dengan
ukuran yang ditetapkan dalam islam namun lebih kepada
kesepakatan keluarga pancer . Jika dalam islam diterangkan
bahwasannya hak waris itu tidak memandang status baik
dia laki-laki ataupun perempuan bahkan seorang waria
pun mendapatkan haknya. Disisi ]gl terdapat pergeseran
jumlah bagian waris harta gono gini antara anak laki-laki dan
perempuan dari 2:1 menjadi 1:1, artinya pergeseran ini malah
sebelumnya yang mendekati hukum islam malah saat ini

mendekati Hukum Perdata eropa.®”

B. Studi Kasus Sengketa Waris Suku Osing di Desa

Kemiren Banyuwangi
Dari penelitian yang telah penulis lakukan telah diambil
4 contoh kasus penyelesaian sengketa waris di desa kemiren

diantara nya:

1. Sengketa antara Bpk Basuri Dengan Bpk Satriyono
permasalahan singkat nya adalah : tanah waris dari
orang tua Bpk Basuri selama ini dikuasai oleh saudara
tiri dari pak Basuri (Bpk Satriyono) selama bertahun-
tahun. Pihak keluarga Pak Basuri menginginkan harta
waris berupa tanah di kembalikan karena warisan
tersebut merupakan gono gini dari Alm. Ayah dan
Ibu pak Basuri yang masih hidup. Penyelesaiannya :

Bahwa saudara tiri Bapak Basuri yaitu Bpk Satriyono

f0 - Arief, 2012
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akhirnya dengan kerelaan menyerahkan tanah
tersebut karena memang sebenarnya tanah tersebut
oleh Almarhum Bapak Basuri dan Bapak Satriyono
di berikan sebagai tanah waris untuk Bapak Basuri
dan pengalihan kepemilikan tanah tersebut dilakukan

pada saat Pewaris masih hidup.®!

. Sengketa antara anak biologis pk Jam'i (inisial T) Dengan

pak jaelan adik kandung pak jam'i permasalahan singkat
nya adalah : Pak Jam'i mempunyai anak biologis dengan
wanita selain istrinya yang sah, sedangkan dengan
istrinya yang sah tidak memiliki anak. Ibu kandung dari T
meminta agar di berikan hak waris dari pak jam'i kepada
anaknya dan ibu kandung T menilai adik pk jam'i (Pak
Jaelan)beserta ibu kandung pak Jam'i tidak adil dalam
memberikan harta waris kepada anak nya.
Penyelesaiannya: Bahwa harta waris pak Jam'l
yang sekarang di kuasai oleh keluarga besar Pak Jam'i
yaituibu beserta adiknya adalah sudah tepat, mengenai
anak luar nikah yang meminta hak waris Keluarga
besar Pak]am'i tidak berkeberatan untuk memberikan,
supaya adil makaisteri sah Pak Jam'i yang masih hidup
di harapkan mengetahui agar dikemudian hari tidak
terjadi sengketa lagi. ®*Dari kasus ini dapat dilihat
bahwa hukum waris adat tidak murni diterapkan,
jika menurut hukum waris adat suku osing tentu
anak kandung Pak Jam'l meski dia anak di luar kawin

dapat mewaris dari harta asal ataupun gono gini ayah
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kandungnya. Dalam kasus ini dilibatkan juga istri sah
Pak Jam'l dalam pembagiannya, sehingga dalam hal
ini ketentuan hukum waris islam juga di perhatikan
dan harta waris dari Pak Jam’l dominan di kuasai oleh
keluarga pancer sesuai dengan hukum waris adat
suku osing. Dilibatkannya istri sah Pak Jam'l dalam
pembagian waris ini juga sesuai dengan hukum waris
adat suku osing membuka kesempatan bagi istri sah
agar bisa meminta bagian harta waris dari keluarga
pancer Pak Jam'l sehingga di nilai adil bagi seluruh
keluarga, Selain itu menurut Bapak Suhandi aparat
desa kemiren perlunya di datangkan istri sah Pak
Jam'i agar diketahui secara jelas asal-usul dari T yang

memang merupakan anak kandung dari Pak Jam’i.**

3. Sengketa antara Ibu Sudiasih Dengan Bpk. Sanan
permasalahan singkat nya adalah : Ibu sudiasih dan
saudara-saudaranya telah menempati tanah yang di
wariskan secara adat oleh orang tua nya. Beberapa
tahun belakangan Bpk Sanan mengklaim tanah bu
sudiasih adalah tanahnya dengan adanya petok atas
nama orang tua dari pak sanan. Menurut beberapa
saksi, tanah yang di tempati ibu sudiasih beserta
saudara-saudaranya adalah tanah waris yang telah di
tukar guling dari orang tua bu sudiasih dengan orang
tua Bpk Sanan.

Penyelesaiannya : Oleh karena pewarisan secara
adat tidak di legalisasi dengan akta hibah dsb, begitu

83 Hasil Mediasi di Balai Desa Kemiren tgl 20 Juli 2020
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juga dengan tukar guling cukup dengan saksi keluarga
dan dengan kesepakatan bersama di rasa sudah
cukup; sama juga halnya dengan ibu Sudiasih yang
selama bertahun-tahun hidup rukun dengan saudara-
saudara nya secara berkelompok mendiami tanah
yang di berikan oleh orangtua. Atas dasar keterangan
beberapa saksi maka Aparat desa merasa memang
tanah tersebut sudah ditukar guling oleh leluhur kedua
keluarga. Dengan bukti petok dan tidak didukung
oleh ahli waris yang lain menyebabkan Kepala Desa
mengambil keputusan bahwa tanah tersebut adalah
milik Ibu Sudiasih, selain kesaksian beberapa orang
yang mengetahui, bu sudiasih sudah berpuluh tahun
menempati tanah tersebut bersama saudara-saudara
nya dan tidak ada wasiatapapun dari leluhurnya selain
memang tanah tersebut milik keluarga bu sudiasih
yang sudah ditukar guling dengan tanah milik keluarga
Bpk sanan.®® Dari penyelesaian sengketaini pihak desa
tetap mengutamakan musyawarah di mana kesaksian
dari seluruh ahli waris yang masih hidup di gali lebih
dalam dan kesaksian ini didengarkan oleh kedua
belah pihak yang bersengketa. Dikarenakan bukti
hanya berupa selembar petok dan pihak Bpk. Sanan
tidak bisa mendatangkan saksi yang memperkuat
dalil tentang kepemilikan tanah nya maka pihak desa
tetap beranggapan bahwa tanah tersebut adalah milik
keluarga ibu sudiasih, terbukti dari keterangan saksi-
saksi dan kenyataan bahwa berpuluh tahun hidup

Hasil Mediasi di Balai Desa Kemiren tgl 2 sept 2020
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berdampingan dengan saudara-saudara kandung
yang lain tanpa ada gangguan dan klaim dari pihak
manapun serta bu sudiasih rutin membayar pajak PBB
tanah tersebut. Untuk menghindari hal yang serupa
terjadi seyogyanya tukar guling secara adat harus di

ikuti dengan legalisasi tanah secara hukum negara.®®

4. Pembagian waris oleh Bpk. Bodos dan istri kepada
anak-anaknya. Secara singkat dapat diceriatakan
bahwa suami istri pak bodos minta pendampingan
aparat desa untuk menyaksikan pembagian waris
kepada anak-anaknya. Bpk dan Ibu Bodos membagi
waris tidak menggunakan aturan adat dan juga tidak
menggunakan aturan islam namun lebih ke perdata
eropadimana tiap anak dianggap mendapatkan bagian
yang sama. Di saat yang sama satu diantara anak Pak
Bodos keberatan di karenakan mendapatkan yang
tidak sesuai dengan yang diinginkan, memang jumlah
yang didapatkan lebih sedikit hal ini disebabkan

karena sebelumnya anak tersebut sudah pernah

menjual sawah untuk keperluannya.

65

68

FGD di kemiren tanggal 12 september 2020 dari keterangan DR. Sad
Fraptanto

= Arie Ramadhani & Ikhwanul Qiram




Gambar 3 : Pembagian Waris Keluarga Bpk. Bodos

Penyelesaiannya: Aparat desa yang dimintai
pendampingan atas pembagian waris terhadap
ahli waris nya, setelah melakukan pengukuran dll,
maka dilakukan tahap pra mediasi sebelum seluruh
ahli waris melegalkan tanah dan rumah bagiannya
masing-masing. Setelah perangkat desa dan Kepala
dusun memberi pengertian mendalam kepada semua
ahli waris, keputusan pengalihan harta waris tersebut
dapat diterima oleh semua ahli waris.®®

Dari penyelesaian ini dapat di lihat bahwa
masyarakat suku osing sangat patuh terhadap
keinginan orang tua hal ini dikarenakan takut kena
sumpah orang tua jika tidak menurut terhadap
perkataan orang tua.®”

& Hasil Mediasi di Balai Desa Kemiren tgl 2 sept 2020
¥ Pendapat Prof.Dominikus Rato dalam FGD tanggal 17 september 2020
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